
BUPATI LOMBOK TENGAH 

 JAWABAN PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM 

FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG  PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 

KANTOR DPRD, 14 AGUSTUS 2024 

 

 

ASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. 

YANG KAMI HORMATI: 

 BAPAK-BAPAK PIMPINAN DAN SEGENAP BAPAK/IBU 

ANGGOTA DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH; 

 ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN LOMBOK 

TENGAH; 

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH; 

 STAF AHLI BUPATI DAN PARA ASISTEN; 
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 KEPALA OPD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH; 

 KEPALA BAGIAN LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH; 

 PARA CAMAT; 

 KETUA FORUM KEPALA DESA/LURAH SE-KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH; 

 REKAN-REKAN INSAN PERS; 

 SINGKATNYA HADIRIN UNDANGAN YANG 

BERBAHAGIA. 

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH 

SWT, ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIA-

NYA KEPADA KITA SEMUA SEHINGGA KITA DAPAT 

BERKESEMPATAN HADIR DALAM KEADAAN SEHAT 

WAL’AFIAT DALAM RANGKA SIDANG PARIPURNA DPRD 

PADA HARI INI TANGGAL 14 AGUSTUS 2024 BERTEPATAN 

PULA DENGAN HARI ULANG TAHUN PRAMUKA DAN 

SEMARAK MENYAMBUT DIRGAHAYU REPUBLIK 

INDONESIA YANG KE-79. 
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SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,  

HADIRIN YANG BERBAHAGIA 

SEBAGAIMANA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-

FRAKSI YANG TELAH DISAMPAIKAN PADA SIDANG 

PARIPURNA HARI SENIN TANGGAL 12 AGUSTUS 2024 

TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG APBD PERUBAHAN 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024, 

MAKA TERHADAP HAL-HAL YANG MEMERLUKAN 

PENJELASAN DIDALAM PENYAMPAIAN PEMANDANGAN 

UMUM FRAKSI-FRAKSI TERSEBUT DAPAT KAMI 

SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 

A. FRAKSI PARTAI GERINDRA  

1. BERKAITAN DENGAN SUMBER PENDAPATAN ASLI 

DAERAH DARI SEKTOR RETRIBUSI DAERAH YANG 

SECARA TARGET TIDAK MENGALAMI PENINGKATAN 

DALAM KURUN WAKTU BEBERAPA TAHUN INI, 

DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA SEJAUH INI 

CAPAIAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH 

KHUSUSNYA DARI BEBERAPA OBYEK RETRIBUSI 
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JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA MASIH 

RELATIF RENDAH. RENDAHNYA CAPAIAN REALISASI 

TERSEBUT, TENTUNYA TIDAK TERLEPAS DARI 

BERBAGAI PERSOALAN YANG HARUS DIATASI 

TERUTAMA DALAM HAL PENGAWASAN DAN 

PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB RETRIBUSI 

MAUPUN PEMENUHAN PENINGKATAN KUALITAS 

LAYANAN. PEMERINTAH DAERAH 

BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MELAKUKAN 

PERBAIKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH DAN 

BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN 

DAN PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA YANG 

BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI DAERAH SERTA 

LEBIH MENGOPTIMALKAN LAGI PERAN OPD 

PENGELOLA RETRIBUSI DAERAH DAN BADAN 

PENDAPATAN DAERAH SELAKU KOORDINATOR PAD.  

2. BERKAITAN DENGAN BELANJA TIDAK TERDUGA 

PADA DASARNYA MERUPAKAN PENGELUARAN 

UNTUK KEADAAN DARURAT TERMASUK KEPERLUAN 

MENDESAK YANG TIDAK DAPAT DIPREDIKSI 

SEBELUMNYA SERTA PENGEMBALIAN ATAS 
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KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN 

DAERAH TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA. BELANJA 

TIDAK TERDUGA PADA RANCANGAN PERUBAHAN 

APBD TAHUN ANGGARAN 2024 SECARA BESARAN 

MEMANG LEBIH KECIL DIBANDINGKAN DENGAN 

REALISASI BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN 

ANGGARAN 2023, HAL INI SANGAT DIPENGARUHI 

OLEH BESARAN SILPA DANA DAK NON FISIK YANG 

DIPERHITUNGKAN DALAM PENYALURAN DAK NON 

FISIK TAHUN BERKENAAN ATAU TAHUN ANGGARAN 

2024 DAN HARUS DIANGGARKAN MELALUI BELANJA 

TIDAK TERDUGA NILAINYA JAUH LEBIH KECIL 

DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA. 

3. BERKAITAN DENGAN KONTRIBUSI PDAM TIRTA 

ARDHIA RINJANI LOMBOK TENGAH TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANCANGAN 

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 INI 

BELUM DITARGETKAN, NAMUN AKAN DILAKUKAN 

PENYESUAIAN DALAM AGENDA PEMBAHASAN 

BERSAMA RANPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2024 SEHUBUNGAN DENGAN TELAH 
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DISALURKANNYA DEVIDEN DARI PDAM TIRTA 

ARDHIA RINJANI LOMBOK TENGAH KE REKENING 

KAS UMUM DAERAH SEBESAR 123,43 JUTA RUPIAH. 

B. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA 

TERHADAP BEBERAPA CATATAN, SARAN DAN 

MASUKAN YANG DISAMPAIKAN BERKAITAN DENGAN 

PENGELOLAAN ASET DAERAH, PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA MANUSIA, PENGGUNAAN ANGGARAN DAN 

PENGAWASAN, TELAH MENJADI PERHATIAN PENTING 

BAGI PEMERINTAH DAERAH DAN MENJADI BAHAN 

EVALUASI UNTUK PERBAIKAN DAN PENGEMBANGAN 

MENUJU KE ARAH YANG LEBIH BAIK LAGI DENGAN 

TETAP MEMPERHATIKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 

DAERAH SERTA TETAP MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN 

PUBLIK. 

C. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  

1. BERKAITAN DENGAN DATA TINGKAT KEMISKINAN DI 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERLU SAYA 

SAMPAIKAN BAHWA BERDASARKAN HASIL SURVEI 

SOSIAL EKONOMI NASIONAL (SUSENAS) YANG BARU 
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SAJA DIRILIS OLEH BADAN PUSAT STATISTIK 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA TANGGAL 25 

JULI 2024, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA BULAN MARET 

2024 ADALAH SEBESAR 12,07% ATAU TURUN 0,86% 

POIN DARI PERSENTASE KEMISKINAN KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH PADA BULAN MARET 2023 (12,93%). 

KONDISI INI JUGA SUDAH IDEAL JIKA DIBANDINGKAN 

DENGAN TARGET PERSENTASE KEMISKINAN YANG 

TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD TAHUN 2021-2026, 

DIMANA TARGET ANGKA KEMISKINAN KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH TAHUN 2024 PADA POSISI 12,40%. 

2. DALAM RANGKA MENDORONG OPTIMALISASI 

CAPAIAN REALISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KHUSUSNYA DARI SEKTOR PAJAK DAERAH 

DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA PEMERINTAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH MELALUI BADAN 

PENDAPATAN DAERAH TERUS MELAKUKAN 

BERBAGAI UPAYA, ANTARA LAIN: 
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1) MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDATAAN 

SELURUH JENIS PAJAK DAERAH DI WILAYAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH. 

2) MELALUKAN PEMBINAAN DAN PENAGIHAN 

KEPADA WAJIB PAJAK YANG BELUM RUTIN 

MEMENUHI KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK 

SETIAP BULAN. 

3) MELAKUKAN PEMERIKSAAN DAN UJI PETIK (UJI 

KELAYAKAN OMZET) KEPADA WAJIB PAJAK. 

4) PENINGKATAN KAPASITAS PETUGAS 

PERPAJAKAN, BAIK PENILAI, PEMERIKSA 

PAJAKDAN JURU SITA PAJAK. 

5) BEKERJASAMA DENGAN PIHAK-PIHAK 

TERKAITDALAM HAL PENAGIHAN DAN PENILAIAN 

PAJAK. 

6) MELAKUKAN INTENSIFIKASI KHUSUS TERKAIT 

DENGAN PERCEPATAN PEMBAYARAN PBB-P2. 

7) MEMBENTUK SATGAS PENAGIHAN PAJAK DAERAH 

YANG SECARA TEMPORER MELAKUKAN GERAK 
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BERSAMA. 

UPAYA MENGOPTIMALKAN CAPAIAN POTENSI 

PAJAK DAERAH DI LOMBOK TENGAH JUGA 

MENDAPATKAN ATENSI KHUSUS DARI KOMISI 

PEMBERANTASAN KORUPSI. BEBERAPA HARI YANG 

LALU KETUA SATGAS WILAYAH V KPK-RI DIDAMPINGI 

PIHAK BADAN PENDAPATAN DAERAH DAN INSPEKTORAT 

DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TURUN 

LANGSUNG KE BEBERAPA OBYEK PAJAK DAERAH YANG 

TELAH MELAKUKAN PENUNGGAKAN DALAM MEMENUHI 

KEWAJIBANNYA MEMBAYAR PAJAK DAERAH. 

JAWABAN INI SEKALIGUS MENANGGAPI PERTANYAAN 

DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. 

D. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  

1. MENANGGAPI PERMINTAAN FRAKSI PPP TERKAIT 

KLASIFIKASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI YANG 

BERTANGGUNGJAWAB MELAKSANAKAN URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH, TELAH DITUANGKAN 

DALAM DOKUMEN LAMPIRAN 2 RANCANGAN 
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PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2024. 

2. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 

SEPENDAPAT DENGAN PERNYATAAN DARI FRAKSI 

PPP AGAR DALAM UPAYA PENINGKATAN 

PENERIMAAN PAD TIDAK MENETAPKAN KEBIJAKAN 

YANG MEMBERATKAN DUNIA USAHA DAN 

MASYARAKAT. PENERIMAAN PAD DIDASARKAN 

ATAS TARGET YANG TELAH DITETAPKAN DENGAN 

MEMPERHITUNGKAN POTENSI DENGAN BESARAN 

TARIF OBYEK PAJAK DAERAH MAUPUN RETRIBUSI 

DAERAH MENGACU KETENTUAN PERUNDANG-

UNDANGAN YANG BERLAKU DAN TENTUNYA TELAH 

MEMPERTIMBANGKAN PULA BERBAGAI ASPEK 

DIANTARANYA ASPEK SOSIAL EKONOMI 

MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA SEBAGAI OBYEK 

WAJIB PAJAK DAERAH MAUPUN RETRIBUSI DAERAH. 

UPAYA PENINGKATAN PENGELOLAAN PAD 

DIANTARANYA MELALUI PENYEDERHANAAN SISTEM 

DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH JUGA 
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DILAKUKAN GUNA MENDORONG PENINGKATAN 

PELAYANAN PAD AGAR LEBIH EFEKTIF DAN EFISIEN.  

E. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

1. BERKAITAN DENGAN PENGEMBANGAN KAWASAN 

ALUN-ALUN TASTURA, DAPAT SAYA SAMPAIKAN 

BAHWA SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PROSES 

PEMBANGUNAN, MELIPUTI :  

1) PLAZA KULINER; YANG AKAN DIJADIKAN 

TEMPAT YANG NYAMAN BAGI MASYARAKAT 

UNTUK MENIKMATI BERBAGAI JENIS 

MAKANAN, TEMPAT BERKUMPUL DAN 

BERSOSIALISASI SERTA MENJADI PUSAT 

KULINER SEHINGGA KEBERADAAN PEDAGANG 

MENJADI TERTATA DAN LEBIH RAPI. 

2) KIOS KULINER; YANG AKAN DIJADIKAN PUSAT 

BERBAGAI MACAM JENIS KULINER ATAU 

MINUMAN SEHINGGA PENGUNJUNG TAMAN 

BISA MEMILIH BERBAGAI JENIS TERSEBUT 

DALAM 1 LOKASI YANG TERPUSAT, SEBAGAI 

ALAT PROMOSI UNTUK PRODUK-PRODUK 
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MAKANAN DENGAN DESAIN YANG MENARIK 

DAN PENATAAN YANG BAIK SEHINGGA DAPAT 

MENARIK PERHATIAN PELANGGAN DAN 

MENDORONG PENINGKATAN OMZET 

PENJUALAN, SERTA PARA PEDAGANG DAPAT 

MENJANGKAU PARA KONSUMEN DENGAN 

LEBIH MUDAH KARENA LOKASI PARA 

PEDAGANG TERSEBUT DIPUSATKAN PADA 1 

LOKASI. 

3) PLAZA AREA PENGUNJUNG; YANG AKAN 

DIFUNGSIKAN SEBAGAI ELEMEN DESAIN KOTA 

YANG MEMBERIKAN KARAKTER DAN 

IDENTITAS VISUAL. DESAIN DAN PENATAAN 

PLAZA DAPAT MENINGKATKAN ESTETIKA 

LINGKUNGAN SEHINGGA BISA MENARIK MINAT 

PENGUNJUNG UNTUK DATANG. PLAZA DAPAT 

DIGUNAKAN JUGA UNTUK KEGIATAN BUDAYA 

ATAU EDUKASI SEPERTI 

PAMERAN/PERTUNJUKAN SENI MAUPUN 

SEMINAR TERBUKA. HAL INI BISA MENDUKUNG 

PERKEMBANGAN BUDAYA DAN PENDIDIKAN DI 
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MASYARAKAT SERTA SEBAGAI RUANG 

TERBUKA UNTUK TEMPAT BERKUMPULNYA 

WARGA, TEMPAT BERSOSIALISASI, 

BERSANTAI, DAN BERISTIRAHAT BAGI PARA 

PENGUNJUNG. 

4) TOILET; SEBAGAI SARANA PENUNJANG DI 

AREA TAMAN GUNA MEMBERIKAN 

KENYAMANAN BAGI MASYARAKAT KETIKA 

BERADA DI TEMPAT UMUM SERTA 

PENGALAMAN YANG LEBIH MENYENANGKAN 

SAAT BERKUNJUNG KE LOKASI SEHINGGA 

PENGUNJUNG AKAN LEBIH BETAH DAN 

TENTUNYA AKAN MEMBERIKAN DAMPAK 

POSITIF BAGI KEBERLANGSUNGAN PELAKU 

USAHA DI LOKASI TERSEBUT. 

2. BERKAITAN DENGAN KENAIKAN TARGET 

PENDAPATAN DAERAH PADA RANCANGAN 

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAPAT 

SAYA SAMPAIKAN BAHWA KENAIKAN TARGET 

PENDAPATAN DAERAH TERSEBUT DIARAHKAN 
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UNTUK MEMENUHI BEBERAPA PRIORITAS BELANJA 

DAERAH PADA RANCANGAN PERUBAHAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2024 SEBAGAIMANA KEBIJAKAN 

UMUM PERUBAHAN APBD DAN PRIORITAS PLAFON 

ANGGARAN SEMENTARA APBD TAHUN ANGGARAN 

2024 YANG TELAH DISEPAKATI BERSAMA ANTARA 

PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH PADA TANGGAL 5 AGUSTUS 

PEKAN LALU. ARAH PENGGUNAAN PRIORITAS 

BELANJA TERSEBUT DIHARAPKAN PULA DAPAT 

MEMBERIKAN MANFAAT DAN DAMPAK 

TERPENUHINYA HARAPAN DARI FRAKSI PARTAI 

KEADILAN SEJAHTERA DAN TENTUNYA MENJADI 

HARAPAN KITA BERSAMA YAITU DAPAT 

MENINGKATKAN GELIAT EKONOMI MASYARAKAT. 

F. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  

1. BERKAITAN DENGAN PENGALOKASIAN BELANJA 

PADA PERUBAHAN APBD UNTUK PEMBANGUNAN 

INFRASTRUKTUR, DAPAT SAYA SAMPAIKAN 

BAHWA SEBAGAIMANA KETENTUAN TIDAK DAPAT 
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DIANGGARKAN PADA PERUBAHAN APBD DENGAN 

MEMPERTIMBANGKAN WAKTU PENYELESAIAN 

PEKERJAAN. 

2. BERKAITAN DENGAN ISU PELAYANAN KESEHATAN, 

KHUSUSNYA DI RSUD PRAYA DAPAT SAYA 

SAMPAIKAN BAHWA RSUD PRAYA DENGAN 

SLOGANNYA “BERIUK MERIRI” AKAN TERUS 

BERUSAHA MENINGKATKAN KUALITAS 

PELAYANANNYA, BERUPAYA MELENGKAPI 

KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA, SERTA 

SDM YANG MEMADAI TERMASUK PERBAIKAN 

SISTEM PELAYANAN DEGAN SISTEM ERM. 

SEDANGKAN UNTUK KENAIKAN TYPE, DALAM 

PROSES PENGAJUAN DAN SAAT INI MASIH DALAM 

PROSES PEMENUHAN PERSYARATAN.  

JAWABAN INI SEKALIGUS MENANGGAPI PERNYATAAN 

DARI FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG. 

3. BERKAITAN DENGAN FAKTOR-FAKTOR YANG 

MENYEBABKAN PERUBAHAN TARGET EKONOMI 

MAKRO KHUSUSNYA PENINGKATAN TARGET 
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INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DAPAT 

SAYA SAMPAIKAN BAHWA IPM YANG TERKAIT 

DENGAN PENINGKATAN HARAPAN LAMA SEKOLAH, 

RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN USIA HARAPAN 

HIDUP SANGAT DIMUNGKINKAN UNTUK DICAPAI 

KARENA ADANYA BEBERAPA FAKTOR, ANTARA 

LAIN : 

1) OPTIMALISASI UPAYA PENINGKATAN AKSES 

LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN 

PENINGKATAN AKSES LAYANAN PENDIDIKAN 

DAN KESEHATAN DILAKUKAN DENGAN 

MENINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITAS 

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN 

KESEHATAN, TERMASUK PENINGKATAN 

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN YANG 

MENDUKUNG TERHADAP MENINGKATNYA AKSES 

MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PENDIDIKAN 

DAN KESEHATAN. DENGAN MENINGKATNYA 

AKSES INI DIHARAPKAN MASYARAKAT AKAN 

DAPAT MEMPEROLEH AKSES LAYANAN 
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PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SECARA MERATA, 

SEHINGGA DAPAT MENGATASI PERSOALAN-

PERSOALAN YANG TERJADI SEPERTI PUTUS 

SEKOLAH, KEMATIAN IBU MELAHIRKAN DAN BAYI, 

STUNTING DAN LAIN-LAIN. DENGAN DEMIKIAN 

RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN HARAPAN LAMA 

SEKOLAH SERTA PENINGKATAN USIA HARAPAN 

HIDUP AKAN DAPAT TEREALISASI SECARA 

OPTIMAL; 

2) OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.  

HAL INI DILAKUKAN DENGAN MENYEDIAKAN 

DAN MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA 

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA SEMUA 

TINGKATAN SATUAN PENDIDIKAN DAN FASILITASI 

LAYANAN KESEHATAN BAIK DI TINGKAT PRIMER 

ATAU DASAR MAUPUN RUJUKAN. TERSEDIANYA 

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN SERTA 

TENAGA KESEHATAN DALAM JUMLAH YANG 

MEMADAI DAN STANDAR KOMPETENSI YANG 
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SESUAI KUALIFIKASI, TENTU SAJA AKAN DAPAT 

BERDAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP 

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN 

DAN KESEHATAN, SEHINGGA PADA AHIRNYA 

AKAN DAPAT BERPENGARUH POSITIF DALAM 

MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 

TERUTAMA DI SEKTOR KESEHATAN DAN 

PENDIDIKAN.  

G. FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG  

BERKAITAN DENGAN BERBAGAI ISU YANG 

DISAMPAIKAN KHUSUSNYA PADA SEKTOR PERTANIAN 

YANG BERKAITAN DENGAN MENURUNNYA HASIL 

PERTANIAN SEDANGKAN HARGA PUPUK SANGAT MAHAL 

DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA DENGAN MASALAH 

PUPUK TETEP MENGACU KEPADA PERATURAN MENTERI 

PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA 

CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN 

TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN, 

DIMANA JENIS TANAMAN YANG MENDAPATKAN PUPUK 

SUBSIDI HANYA 9 JENIS. KEMUDIAN PENGAJUAN 
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KEBUTUHAN PUPUK SELALU MENGACU KEPADA 

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) 

YANG DISUSUN OLEH KELOMPOK TANI. SEMENTRA 

ALOKASI PUPUK BERDASARKAN KEMAMPUAN 

PEMERINTAH PUSAT. UNTUK TAHUN 2024 ALOKASI AWAL 

PUPUK UREA 13 RIBU TON BERTAMBAH MNJADI 23 RIBU 

TON ATAU MENINGKAT 91 PERSEN DARI KEBUTUHAN. 

SEDANGKAN HARGA ECERAN TERTINGGI TETEP 

MENGACU KEPADA PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

SEBAGAIMANA DIMAKSUD. 

H. FRAKSI NASDEM PERJUANGAN 

TERKAIT DENGAN CAPAIAN PEMERINTAH 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH ATAS PENGHARGAAN 

UHC AWARD YANG DINILAI BERBANDING TERBALIK 

DENGAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN SAAT INI, 

DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA UHC DAPAT 

DIKATAKAN TERCAPAI APABILA SELURUH CAKUPAN 

PENDUDUK SUDAH MEMILIKI AKSES TERHADAP 

LAYANAN KESEHATAN YANG KOMPREHENSIF DAN 

BERMUTU BAIK PROMOTIF, PREVENTIF, KURATIF, 



20 
 

REHABILITATIF, TANPA ADA KENDALA MASALAH BIAYA.  

BERKAITAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 

BAIK DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA 

MAUPUN RUJUKAN, PEMERINTAH DAERAH 

BERKOMITMEN UNTUK TERUS MEMBERIKAN PELAYANAN 

YANG TERBAIK. NAMUN, SITUASI YANG TERJADI DI 

LAPANGAN TERKADANG BERBEDA ANTARA JUMLAH 

PASIEN DENGAN JUMLAH FASILITAS YANG ADA. 

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT, PEMERINTAH 

DAERAH MELALUI DINAS KESEHATAN, SAAT INI TERUS 

MELAKUKAN PERBAIKAN SISTEM, DARI PROSES MANUAL 

MENUJU DIGITAL, TERMASUK PROSES PENDAFTARAN 

PASIEN DAPAT DILAKUKAN DARI RUMAH.  

I. FRAKSI AMANAT NURANI BERKARYA 

MASIH RENDAHNYA SERAPAN ATAU REALISASI 

ANGGARAN BELANJA KHUSUSNYA PADA DINAS 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN HINGGA PERTENGAHAN 

PELAKSANAAN TAHUN ANGGARAN 2024 ATAU 

SEMESTER PERTAMA, DAPAT SAYA SAMPAIKAN BAHWA 

ALOKASI BELANJA KHUSUSNYA UNTUK PEKERJAAN 
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FISIK YANG SEBAGIAN BESAR BERSUMBER DARI DANA 

YANG DIARAHKAN PENGGUNAANNYA (EARMARKING), 

DIMANA SEBAGIAN BESAR PAKET PEKERJAAN 

TERSEBUT BARU MULAI TAHAPAN PELAKSANAANYA DI 

PERTENGAHAN TAHUN ANGGARAN. HINGGA SAAT INI, 

SEBAGIAN BESAR PAKET PEKERJAAN TELAH 

BERPROSES DAN DIHARAPKAN SEBELUM BERAKHIRNYA 

TAHUN ANGGARAN 2024, SEMUANYA PAKET PEKERJAAN 

DAPAT DISELESAIKAN SECARA TEPAT WAKTU DAN 

ANGGARAN BELANJA DAPAT DIREALISASIKAN SECARA 

OPTIMAL BERDASARKAN PROGRES PEKERJAAN. 

SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,  

HADIRIN YANG BERBAHAGIA 

DEMIKIANLAH PENYAMPAIAN JAWABAN 

PEMERINTAH ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-

FRAKSI DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH TERHADAP 

NOTA KEUANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN 

DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024. 
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DALAM KESEMPATAN INI TAK LUPA SAYA 

MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA 

FRAKSI-FRAKSI DPRD YANG TELAH BANYAK 

MEMBERIKAN SARAN DAN MASUKAN YANG 

DISAMPAIKAN DALAM PEMANDANGAN UMUM, TENTUNYA 

SEMUA ITU AKAN MENJADI BAHAN EVALUASI 

PERBAIKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 

DAERAH DAN SEBAGAI CATATAN PENTING DALAM 

PENYEMPURNAAN KUALITAS PERENCANAAN 

PENGANGGARAN KE DEPAN. ADAPUN HAL-HAL YANG 

LEBIH BERSIFAT TEKNIS DAN MEMBUTUHKAN 

PENJELASAN LEBIH LANJUT SERTA PEMENUHAN 

KELENGKAPAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN, INSYA 

ALLAH AKAN DISAMPAIKAN PADA AGENDA RAPAT 

PEMBAHASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD TAHUN 

ANGGARAN 2024 DI TINGKAT BADAN ANGGARAN DPRD. 

AKHIRNYA, SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA 

MEMBERIKAN JALAN KEMUDAHAN BAGI KITA SEMUA 

DALAM IKHTIAR MELANJUTKAN PEMBANGUNAN DI 

KABUPATEN LOMBOK TENGAH DEMI TERWUJUDNYA 

MASYARAKAT LOMBOK TENGAH YANG BERSATU JAYA: 
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"BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU DAN 

BERBUDAYA". AMIEN.  

BILLAHITTAUFIQ WAL HIDAYAH 

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB. 

 

          WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH, 

 

                                          DR. H. M. NURSIAH, S.SOS., M.SI. 


